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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Layanan Rakyat 

untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) belum sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah 

melalui Program Larasita diharapkan bisa memperbaiki sistem 

pelayanan kepada masyarakat, karena belum semua masyarakat 

dapat menikmatinya. Pendaftaran tanah melalui Program Larasita 

belum bisa optimal di lapangan karena pendaftaran yang 

seharusnya dilakukan secara online belum dapat direalisasikan 

karena adanya gangguan dari perangkat teknologi Larasita dan 

dalam hal biaya pendaftaran tanah banyak masyarakat yang 

merasa keberatan terutama masyarakat ekonomi lemah. 

2. Pelaksanaan Pendaftaran tanah melalui Program LARASITA 

merupakan sebagai suatu upaya peningkatan pendaftaran tanah di 

Kota Bandung masih tersandung berbagai kendala, antara lain 

masalah sosialisasi, perangkat IT Larasita yang terkadang 

mengalami gangguan, biaya pendaftaran tanah yang sama dengan 

biaya pendaftaran tanah secara langsung ke Kantor Pertanahan, 

sehingga masyarakat lebih memilih untuk mendaftarkannya  melalui 

Program Prona, kesadaran hukum dan pemahaman masyarat 
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tentang pendaftaran tanah melalui Program Larasita masih kurang 

karena masyarakat masih belum memahami apa itu Program 

Larasita. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Bandung untuk mengatasi kendala dalam 

LARASITA adalah lebih meningkatkan sosialisasi tidak hanya di 

kelurahan atau kecamatan, tetapi tempat yang masyarakat banyak 

berkumpul salah satunya seperti acara car free day dan juga 

melalui media cetak dan elektonik. 

B. Saran 

1. Pemerintah harus lebih maksimal dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan 

tentang pentingnya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah melalui 

Program Larasita merupakan suatu inovasi dalam program 

pertanahan sehingga harus ditunjang dengan teknologi yang lebih 

memadai. Selain itu harus lebih meningkatkan koordinasi antara 

Kantor Pertanahan dengan perangkat Kelurahan, Kecamatan, 

RT/RW serta masyarakat, sehingga Program Pemerintah dalam 

mendaftarkan tanah melalui Program Larasita sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

2. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang 

pentingnya mendaftarkan tanah agar dikemudian hari terhindar dari 

sengketa-sengketa tanah. 
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